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ABSTRACT 

This study aims to analyze the implementation of the Regional 

Financial Information System (Sistem Informasi Keuangan 

Daerah, SIKD) in enhancing financial transparency in local 

governments during the digital era. Additionally, it explores the 

impact of digital advancements on accountability and financial 

reporting, including their effects on efficiency and report quality. 

The study also identifies various challenges faced by local 

governments in achieving financial transparency and provides 

strategic recommendations to address these obstacles. The 

research employs a qualitative approach using a literature 

review method. Data were collected from scientific journals, 

research reports, and relevant articles discussing the role of 

information technology in enhancing transparency, the 

challenges of its implementation, and strategies for optimization. 

The data were categorized into three main themes: the 

contribution of information technology to transparency, barriers 

to its adoption, and strategic steps for optimization. The findings 

indicate that the implementation of SIKD, as mandated by 

Government Regulation No. 56 of 2005, significantly supports 

transparency and accountability in local financial management 

by facilitating structured and systematic documentation, 

management, and reporting of financial data. Digital 

transformation positively impacts efficiency, accuracy, and the 

openness of local financial information. However, several 

challenges persist, such as resistance to transparency, a lack of 

technological expertise, and limited infrastructure. To overcome 

these obstacles, collaboration between governments and 

communities, improving human resource competencies, and 

developing technological infrastructure are strategic steps to 

ensure better transparency. 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam meningkatkan 

transparansi pengelolaan keuangan pemerintah daerah di era 

digital. Selain itu, penelitian ini juga mengeksplorasi pengaruh 

perkembangan era digital terhadap akuntabilitas dan pelaporan 

keuangan daerah, termasuk dampaknya terhadap efisiensi dan 

kualitas laporan keuangan. Penelitian ini mengidentifikasi 
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berbagai tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah 

daerah dalam mewujudkan transparansi, serta memberikan 

rekomendasi strategis untuk mengatasi kendala tersebut. Metode 

penelitian yang digunakan adalah literatur review dengan 

pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari jurnal ilmiah, laporan 

penelitian, dan artikel relevan yang membahas kontribusi 

teknologi informasi terhadap transparansi, hambatan 

implementasinya, serta strategi optimalisasi penggunaannya. 

Kajian ini mengelompokkan data ke dalam tiga tema utama: 

peran teknologi informasi dalam meningkatkan transparansi, 

tantangan penerapannya, dan langkah strategis untuk 

optimalisasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan 

SIKD berdasarkan PP No. 56 Tahun 2005 mendukung 

transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah dengan 

mempermudah dokumentasi, pengelolaan, dan pelaporan data 

keuangan. Transformasi digital berdampak positif terhadap 

efisiensi, akurasi, dan keterbukaan informasi keuangan daerah. 

Namun, sejumlah tantangan masih menghambat implementasi, 

seperti resistensi terhadap keterbukaan, minimnya tenaga ahli 

teknologi, serta keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, 

kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat, peningkatan 

kompetensi SDM, serta pengembangan infrastruktur teknologi 

menjadi langkah strategis untuk mengatasi kendala tersebut 

PENDAHULUAN  

Kemajuan teknologi digital saat ini telah membawa dampak signifikan pada 

berbagai sektor, termasuk sektor keuangan pemerintah. Penerapan teknologi digital 

dalam pengelolaan keuangan pemerintah tidak hanya meningkatkan efisiensi dan 

aksesibilitas informasi, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas 

pengelolaan anggaran. Sistem berbasis digital memungkinkan akses publik yang 

lebih luas terhadap informasi keuangan, sehingga mendukung integrasi dan 

transparansi anggaran pemerintah (Sahur & Amiruddin, 2023; Zulmasyhur et al., 

2024). Selain itu, pelacakan data secara real-time memperkuat pengawasan internal 

dan eksternal, meminimalkan risiko kecurangan, serta meningkatkan kepercayaan 

publik terhadap pemerintah (Darusalam et al., 2023; Nnenna et al., 2024). 

Di era digital ini, konsep Good Governance menjadi semakin relevan, 

khususnya dalam konteks otonomi daerah. Otonomi daerah memberikan 

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola berbagai bidang, termasuk 

pengelolaan fiskal, sebagai bagian dari reformasi yang bertujuan meningkatkan 

hubungan antara pemerintah pusat dan daerah (Adamopoulos, 2023; Zámek & 

Zakharkina, 2024). Reformasi manajemen keuangan publik dalam kerangka New 

Public Management menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas 

pelaporan keuangan. Transparansi dipandang sebagai elemen kunci dalam 

mekanisme akuntabilitas administrasi publik. Hal ini tidak hanya memperdalam 
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pemahaman masyarakat terhadap kebijakan publik, tetapi juga meningkatkan 

kepercayaan publik, mengurangi praktik korupsi, dan mendorong pejabat publik 

bertanggung jawab atas keputusan dan hasil yang dicapai (Ferreira et al., 2022; 

Indama, 2022; Priyambodo et al., 2023). 

Transparansi adalah salah satu pilar utama dalam mendukung tata kelola 

keuangan daerah yang baik. Peningkatan transparansi mempermudah akses 

masyarakat terhadap informasi relevan serta memperkuat kepercayaan masyarakat 

terhadap pemerintah. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan Internet Financial 

Reporting (IFR) memungkinkan laporan keuangan diakses secara daring, sehingga 

meningkatkan transparansi pengelolaan keuangan daerah (Albahrudin et al., 2023; 

Bahari et al., 2020). Namun, meskipun Kementerian Dalam Negeri secara berkala 

mengevaluasi dan memberi peringkat transparansi website pemerintah daerah, 

banyak daerah masih memiliki tingkat transparansi keuangan yang rendah 

(Porumbescu, 2017). Hal ini menunjukkan perlunya langkah-langkah strategis 

untuk mendorong pemerintah daerah lebih berkomitmen dalam meningkatkan 

transparansi pengelolaan keuangannya. 

Secara keseluruhan, penerapan teknologi digital dalam pengelolaan 

keuangan pemerintah memberikan berbagai manfaat, termasuk efisiensi, 

transparansi, dan akuntabilitas yang lebih baik, serta peningkatan kepercayaan 

publik. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk terus mengadopsi dan 

mengoptimalkan teknologi digital guna mewujudkan tata kelola keuangan yang 

baik dan mendukung tercapainya Good Governance di era digital ini (Failany & 

Fahriani, 2024; Ferreira et al., 2022; He et al., 2017). 

 Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam meningkatkan transparansi pengelolaan 

keuangan pemerintah daerah di era digital. Penelitian ini juga bertujuan untuk 

mengeksplorasi pengaruh perkembangan era digital terhadap akuntabilitas dan 

pelaporan keuangan daerah, termasuk dampaknya terhadap efisiensi dan kualitas 

laporan keuangan. Selain itu, penelitian ini berupaya mengidentifikasi berbagai 

tantangan dan hambatan yang dihadapi pemerintah daerah dalam mewujudkan 

transparansi keuangan di era digital, serta memberikan rekomendasi strategis untuk 

mengatasi kendala tersebut.   

 

METODE PENELITIAN 

 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literatur 

untuk menganalisis peran teknologi informasi dalam transparansi pengelolaan 

keuangan daerah di era digital (Mariana, 2019, 2024; Mariana et al., 2024; Mariana 

& Amri, 2021; Nufiar et al., 2022). Data diperoleh dari berbagai sumber sekunder, 

seperti jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel relevan yang membahas topik 

ini (Hendra et al., 2024; Mariana, 2024; Nufiar et al., 2020; Rahmatullah et al., 
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2023; Wahyudi & Mariana, 2024; Zhul et al., 2024). Data yang terkumpul 

dikelompokkan ke dalam tiga tema utama: kontribusi teknologi informasi terhadap 

transparansi, hambatan penerapan teknologi, dan strategi optimalisasi 

penggunaannya. 

Teknologi informasi, seperti Sistem Informasi Manajemen Daerah 

(SIMDA), terbukti mampu meningkatkan efisiensi, akurasi, dan transparansi 

pengelolaan keuangan pemerintah. SIMDA mempermudah strukturisasi data dan 

akses publik terhadap laporan keuangan, sehingga meningkatkan pengawasan 

masyarakat terhadap penggunaan anggaran (Helmi Prila Aldino 1, 2023; Liza & 

Mariana, 2023; Muharik et al., 2023; Ramadana et al., 2023). Namun, berbagai 

hambatan, seperti kurangnya pemahaman pegawai pemerintah tentang teknologi 

dan keterbatasan infrastruktur, masih menjadi tantangan (Sari et al., 2020; 

Widhiastuti & Sagung Oka Pradnyawati, 2023). 

Untuk mengoptimalkan peran teknologi informasi, langkah-langkah 

strategis diperlukan. Pertama, pelatihan pegawai pemerintah untuk meningkatkan 

keterampilan teknologi informasi. Kedua, penerapan sistem transaksi non-tunai 

untuk meningkatkan akuntabilitas. Ketiga, pengembangan platform digital yang 

memungkinkan akses real-time publik terhadap laporan keuangan daerah (Fajri et 

al., 2023; Haryono, 2020; Intisari, 2020; Mariana, 2023; Mariana & Ibrahim, 2022). 

Strategi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan transparansi pengelolaan 

keuangan daerah. 

LANDASAN TEORI 

Konsep Transparansi dalam Pengelolaan Keuangan Daerah 

Transparansi merupakan konsep luas yang berkaitan dengan tersedianya 

informasi (Supply Side Of Transparency), yang dapat diakses dan dimamfaatkan 

oleh masyarakat serta para pemangku kepentingan lainnya (Demand Side Of 

Transperancy). Konsep ini berlandaskan pada aksebilitas informasi organisasi 

publik. Transparansi juga berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan efektifitas  

kebijakan, administrasi, dan manajemen (Ritonga & Syahrir, 2016). 

Keterbukaan informasi menjadi pendorong pemerintah daerah untuk 

menyediakan akses yang lebih mudah terhadap laporan kinerja, baik terkait kerja 

maupun keuangan dan sebagai bentuk akuntabilitas kepada masyarakat. 

Transparansi dapat didefinisikan sebagai konsep yang mencakup penyediaan 

informasi, kemudahan akses, serta penggunaan oleh publik secara luas (Sandhi & 

Rahmanda, 2021). Transparansi keuangan diartikan sebagai upaya menghadirkan 

informasi keuangan yang terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat. Transparansi 

ini bertujuan untuk memberikan kebebasan kepada masyarakat dapat mendapatkan 

informasi tentang pengelolaan keuangan pemerintah, termasuk pelaksanaan 

program kerja yang telah direncanakan. Implementasi transparansi keuangan oleh 
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pemerintah daerah merupakan bagian penting dari penerapan prinsip Good 

Corporate Govenrnance (Sandhi & Rahmanda, 2021). 

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 71 Tahun 2010 

tentang Standar Akuntansi Pemerintah (2010) Transparansi adalah memberikan 

informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan 

pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka 

dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber 

daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya kepada peraturan perundang-

undangan. 

Era Digital dan Transformasi Pengelolaan Keuangan Pemerintah 

Di era ini, teknologi digital memainkan peran dalam mentransformasi 

paradigma pelaporan keuangan yang berkelanjutan. Dengan perkembangan pesat 

teknologi informasi, pemerintah tidak hanya memiliki kesempatan untuk 

memamfaatkan peluang baru tetapi juga menghadapi tantangan yang berpotensi 

mengubah pendekatan terhadap pelaporan keuangan berkelanjutan. Teknologi 

digital tidak hanya menawarkan platform yang lebih efektif untuk mengumpul dan 

menganalisis data terkait keberlanjutan, tetapi juga menciptakan peluang inovasi 

dalam pengembangan metode pelaporan yang lebih menyeluruh. Esensi digitalisasi 

terletak pada kemampuannya untuk menyederhanakan proses kerja dan 

meningkatkan keahlian teknis, sehingga mendorong transparansi yang lebih tinggi. 

Dengan penerapan teknologi terkini seperti big data, kecerdasan buatan, dan 

blockchain, pemerintan dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih akurat 

dan relavan (Anjarwati et al., 2024).  

Berdasarkan pandangan World Economic Forum (WEF), transformasi 

digital merupakan integrasi teknologi digital di berbagai aspek organisasi, 

menghasilkan perubahan mendasar dalam operasional pemerintah dan memberi 

nilai tambah kepada masyarakat. Transformasi ini mencakup perubahan dalam 

proses pengelolaan anggaran, penyusunan laporan keuangan berbasis digital, 

hingga penerapan sistem berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan. 

Teknologi- teknologi seperti kecerdasan buatan (AI),analisis data, Internet of 

Things (IoT) clound computing, dan blockchain yang memiliki peran besar dalam 

menciptakan sistem keuangan yang lebih adaptif dan responsif (Nisaa et al., 2024). 

Peran Teknologi Informasi dalam Transparansi Keuangan Daerah 

 Menurut (Gunawan, 2016), E-Government merupakan sistem pengelolaan 

informasi  dan komunikasi. Sistem ini dimamfaatkan sebagai media interaktif 

antara pemerintah dengan masyarakat maupun antar lembaga pemerintahan. 

Pelaksanaan E-Government oleh pemerintah diawali dari layanan sederhana, 

seperti penyediaan informasi dan data berbasi komputer yang terkait dengan 
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penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Dari perspektif pemerintahan, 

E-Government dapat digunakan sebagai alat komunikasi, baik secara internal di 

kalangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) maupun dengan masyarakat. 

Selain itu, penerapan E-Government juga memberikan inovasi dalam sistem 

keuangan, seperti E-Budgeting yang mempermudah pengelolaan keuangan dan 

meningkatkan kinerja organisasi pemerintahan. Afifah et al. (2021), menyatakan 

bahwa teknologi informasi berperan penting dalam meningkatkan efisiensi 

pengelohan data keuangan.  

 Pemamfaatan teknonologi informasi di era digital manawarkan peluang 

besar dalam mempercepat dan mempermudah pengolahan data keuangan di tingkat 

daerah. Teknologi informasi dapat dimamfaatkan untuk meningkatkan aksebilitas, 

akurasi, dan transparansi laporan keuangan. Sistem teknologi informasi 

memungkinkan data transaksi dan laporan keuangan disusun secara lebih efisien 

sehingga masyarakat maupun pihak berwenang dapat memantau penggunaan 

anggaran secara transparan (Afifah et al., 2021). 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Implementasi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) dalam 

Meningkatkan Transparansi 

  Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 56 tahun 2005, Sistem 

Informasi Keuangan Daerah (SIKD) merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk 

mendokumentasikan, mengelola, dan mengadministrasikan data keuangan daerah 

serta data terkait lainnya. Sistem ini menghasilkan informasi yang dapat digunakan 

oleh masyarakat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terkait 

perencanaan, pelaksanaan, serta penanggungjawaban pemerintah daerah (Pasal 15). 

Dalam pengertiannya, SIKD mencakup serangkaian aktifitas yang melibatkan 

sumber daya manusia, prosedur, serta infrastruktur sistem informasi. Kepala daerah 

bertanggungjawab atas pengelola dan pengawasan data data keuangan yang diolah 

melalui mekanisme yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan akhir berupa 

penyajian informasi publik yang transparan. Proses pengolahan data ini di dasarkan 

pada prosedur yang berlaku, sehingga tahapnya menjadi bagian intergral dari sistem 

SIKD itu sendiri. Tahapan perencanaan pemerintah daerah dituangkan melalui 

rencana anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD), yang disusun bersama 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Setalah mendapat persetujuan menjadi 

APBD, dokumen ini menjadi dasar pelaksanaan program pemerintah, yang 

kemudian harus di pertanggungjawabkan. Oleh karena itu, pemeritah daerah wajib 

menerapkan SIKD sebagaimana di atur dalam PP Nomor 56 Tahun 2005 dan 

Peraturan Meteri Keuangan No 46 Tahun 2006 sebagai panduan teknis (Syairozi et 

al., 2021). 
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 Dalam konteks transparansi keuangan daerah, pengujian hipotesis 

menunjukan bahwa kualitas SIKD yang mencakup aspek hardware dan software, 

memaikan peran penting. Semakin tinggi kualitas sistem baik dari sisi proses 

maupun output yang dihasilkan, pengguna cenderung lebih termotifasi untuk 

memanfaatkan sistem secara berulah. Hal ini berdampak pada peningkatan 

intensitas penggunaan sistem oleh pemangku kepentingan. Penggunaan ulang 

sistem dapat di artikan sebagai indikator bahwa inplementasi SIKD memberikan 

manfaat yang nyata bagi pengguna. Transparansi yang lebih tinggi tercapai melalui 

peningkatan kualitas data yang tersedia, kemudahan akses informasi, dan 

kepercayaan terhadap proses pelaporan keuangan daerah. Dengan demikian, 

manfaat yang diperoleh dari penerapan SIKD akan mendorong pengguna untuk 

memaksimalkan pemakaian sistem dalam mendukung akuntabilitas dan 

transparansi publik (Mulyono & Malang, n.d.). 

Pengaruh Era Digital Terhadap Akuntabilitas dan Pelaporan Keuangan 

Daerah  

 Era digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek 

pemeritahan, termasuk tata kelola keuaagan daerah. Dengan berkembangnya 

teknologi informasi, pemenritah daerah diharapkan mampu meningkatkan 

akuntabilitas dan kualitas pelaporan keuangan mereka melalui penerapan sistem 

berbasis digital. Peraturan pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 

Keuangan Daerah (SIKD) menjadi salah satu landasan utama dalam mendorong 

transformasi digital di sektor keuangan daerah. Sistem berbasis digital 

memungkinkan pemerintah daerah mengelola data keuangan dengan lebih 

terstruktur, cepat, dan transparan (Syairozi et al., 2021). 

  Hesti (2016), menjelaskan bahwa penerapan teknologi digital memiliki 

dampak positif terhadap peningkatan transparansi dan akuntantabilitas keuangan 

daerah. Dengan adanya sistem digital, pemerintah daerah dapat menunjukkan 

pengelolaan keuangan yang lebih efisien, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang 

baik. Era digital tidak hanya meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan keuangan, 

tetapi juga membantu membangun kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Dengan teknologi yang terus berkembang, pengelolaan keuangan daerah 

diharapkan semakin transparan dan akuntabel, sehingga mampu memenuhi harapan 

masyarakat untuk pengelolaan dana publik yang lebih baik. 

Tantangan dan Hambatan dalam Mewujudkan Transparansi di Era Digital 

 Di era digital, mewujudkan transparansi masih menghadapi berbagai 

tantangan signitif. Banyak pihak tidak senang berbagi informasi secara terbuka, dan 

beberapa bahkan memamfaatkan situasi untuk memperumit akses demi 

kepentingan pribadi. Selain itu, kurangnya budaya dokumentasi yang sistematis 
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turut menjadi hambatan sehingga memperlambat proses pengambilan keputusan 

yang berbasis data dan bukti. Hambatan lainnya yang terjadi yaitu minimnya tenaga 

ahli di bidang teknologi informasi yang tersedia pada sektor publik meskipun 

fasilitas teknologi digital mulai berkembang, tingginya biaya membuat akses 

menjadi sulit bagi sebagian masyarakat, lokasi dan jumlah titik akses informasi di 

daearah terpencil sangat minim. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat 

sangat diperlukan untuk menciptakan titik akses yang terjangkau dan ingklusif 

sehingga mewujudkan transparansi di era digital (Ridwan & Nurhakim, 2014).  

Namun demikian, pemerintah sering kali dihadapkan dengan berbagai 

tantangan dalam mengelola keuangan secara transparan tanpa didukung teknologi 

yang memadai. Hambatan ini meliputi proses administrasi yang rumit, kesulitan 

dalam menelusuri alur data secara manual, hingga keterbatasan dalam penyajian 

laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu. Selain itu, sistem manual juga 

rentan terhadap kesalahan manusia dan potensi penyalagunaan, yang dapat 

melemahkan kepercayaan publik terhadap pemerintah (Failany & Fahriani, 2024).  

 

KESIMPULAN 

1. Penerapan Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) berdasarkan PP No. 

56 Tahun 2005 dan peraturan terkait berperan penting dalam mendukung 

transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah. Dengan memanfaatkan 

teknologi informasi, SIKD memungkinkan pemerintah daerah mengelola, 

mendokumentasikan, dan melaporkan data keuangan secara terstruktur dan 

sistematis, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan 

mempermudah akses informasi bagi masyarakat. 

2. Transformasi digital dalam tata kelola keuangan daerah memberikan dampak 

positif terhadap peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Sistem 

berbasis digital membantu pemerintah daerah menyajikan pelaporan 

keuangan yang lebih cepat, akurat, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang 

baik, sehingga mampu membangun kepercayaan publik terhadap pengelolaan 

dana publik. 

3. Meskipun era digital membawa peluang besar, berbagai tantangan masih 

dihadapi, seperti resistensi terhadap keterbukaan informasi, minimnya tenaga 

ahli teknologi informasi di sektor publik, tingginya biaya implementasi 

teknologi, serta kurangnya infrastruktur di daerah terpencil. Kolaborasi antara 

pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan 

memastikan akses informasi yang inklusif demi mewujudkan transparansi 

yang lebih baik. 
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SARAN 

1. Pemerintah daerah perlu mengadakan pelatihan berkala bagi pegawai di 

bidang keuangan untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan 

mereka dalam mengoperasikan sistem berbasis digital, seperti SIKD. 

Selain itu, pengembangan infrastruktur teknologi, terutama di daerah 

terpencil, harus menjadi prioritas untuk memastikan akses informasi yang 

merata. 

2. Pemerintah perlu terus meningkatkan kualitas perangkat keras dan 

perangkat lunak yang digunakan dalam pengelolaan keuangan daerah. 

Pemanfaatan teknologi blockchain, kecerdasan buatan (AI), atau big data 

analytics dapat dijadikan alternatif untuk meningkatkan akurasi, 

transparansi, dan efisiensi dalam pelaporan keuangan. 

3. Untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, pemerintah harus 

memperkuat keterlibatan masyarakat dalam proses pengawasan anggaran 

melalui mekanisme partisipatif, seperti musyawarah perencanaan 

pembangunan (musrenbang). Selain itu, penyediaan portal daring yang 

ramah pengguna dan terjangkau dapat memperluas akses masyarakat 

terhadap informasi keuangan daerah. 
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